
 

  

 

 

 

 
PERATURAN BUPATI BOGOR 

NOMOR 70 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS 

KABUPATEN BOGOR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BOGOR, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang 
Penanggulangan Tuberkulosis, untuk tercapainya target 

program Penanggulangan Tuberkulosis Nasional, Pemerintah 
Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota 
harus menetapkan target Penanggulangan Tuberkulosis 

tingkat daerah berdasarkan target nasional dan 
memperhatikan strategi nasional; 

  b. bahwa dalam rangka mencapai target program 
Penanggulangan Tuberkulosis Nasional sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Rencana Aksi 

Daerah Penanggulangan Tuberkulosis; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Bupati Bogor tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan 
Tuberkulosis Kabupaten Bogor; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3273); 

  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4431); 

   4. Undang-Undang… 
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  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5072);  

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5607);  

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem 

Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5542); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang 
Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5570); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5887); 

  13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 193); 

  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular 
Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya 
Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 503); 

15.Peraturan… 
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  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);  

  16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113); 

  17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);  

  18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 
tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); 

  19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
1475); 

  20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423); 

  21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 
tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122); 

  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11           

Seri E); 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 8); 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 

2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 96); 

  25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48); 

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat; 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG RENCANA           
AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS 

KABUPATEN BOGOR. 

   

  BAB I... 
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  BAB I 

  KETENTUAN UMUM 

  Pasal 1 
   

  1. Daerah adalah Kabupaten Bogor. 

  2. Bupati adalah Bupati Bogor. 

  3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 

  4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah.  

  5. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah 
penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium 

tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ 
lainnya. 

  6. Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya 
disingkat penanggulangan TB adalah segala upaya 
kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan 

preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan 
rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan 
masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan 

atau kematian, memutuskan penularan, mencegah 
resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang 

ditimbulkan akibat tuberkulosis. 

  7. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis 
yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TB 

adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah 
jangka menengah dalam penanggulangan TB yang 

menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan 
pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung 
eliminasi TB 2035 dan pencapaian Sustainable 
Development Goals (SDG). 

  8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat 

dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu 
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah 
yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 

  9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program 
yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran 

dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

  10. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara 
kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, 

keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang 
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program 
atau kegiatan. 

   11. Isu... 
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  11. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan 

utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama 
periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan 
bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, 

mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau 
panjang, dan menentukan tujuan pembangunan;  

  12. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil 
oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan 
sasaran pembangunan; 

  13. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan 
program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan 

sasaran pembangunan; 

  14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau 

masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah 
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan 
daerah; 

  15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 
oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari 

pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan 
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), 

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber 
daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 
barang/jasa; 

  16. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan 
hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang 

mempunyai tugas dan wewenang yang saling 
berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan 
kesimpangsiuran dan duplikasi; 

  17. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan 
pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi 

serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau 
akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini 
mungkin; 

  18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan 
realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil 

(outcome) terhadap rencana dan standar; 

    

   BAB II 

   MAKSUD DAN TUJUAN 

   Pasal 2 

    

  Maksud RAD Penanggulangan TB Daerah adalah sebagai 
pedoman dalam rencana pengembangan kapasitas daerah 

untuk peningkatan program penanggulangan TB dalam rangka 
mendukung program percepatan eliminasi TB sampai dengan 
Tahun 2035. 

Pasal 3... 
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   Pasal 3 
    

  Tujuan RAD Penanggulangan TB Daerah adalah sebagai 
berikut : 

  a. sebagai instrumen kebijakan pengembangan program 
penanggulangan TB daerah jangka menengah; 

  b. rencana peningkatan kinerja penanggulangan TB di 

Daerah; 

  c. media internalisasi program dan/atau kegiatan ke dalam 
program perangkat daerah yang terkait; dan 

  d. dasar pengalokasian anggaran bagi program-program 
peningkatan kinerja penanggulangan TB. 

 

  BAB III 

  PELAKSANAAN RAD PENANGGULANGAN TB 

  Bagian Kesatu 

  Umum 

  Pasal 4 
    

  (1) RAD penanggulangan TB dilaksanakan secara terpadu, 

komprehesif dan berkesinambungan, dengan melibatkan 
semua pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat. 

  (2) Pelaksanaan RAD penanggulangan TB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh semua 
fasilitas kesehatan di daerah. 

  (3) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan 
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan 

pemerintah maupun swasta. 

    

   Bagian Kedua  

   Pedoman Pelaksanaan RAD Penanggulangan TB 

   Pasal 5 
    

  (1) Pelaksanaan RAD penanggulangan TB dilaksanakan 
dengan berpedoman pada Naskah RAD Penanggulangan 

TB. 

  (2) Naskah RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

   1. BAB I, PENDAHULUAN; 

   2. BAB II, GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS SITUASI; 

   3. BAB III, ISU STRATEGIS, KEBIJAKAN, INDIKATOR, 

TUJUAN DAN TARGET PENGENDALIAN TB; 

    4. BAB IV... 
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   4.  BAB IV, STRATEGI DAN KEGIATAN UTAMA RAD; 

   5. BAB V, PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN; 

   6. BAB VI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN 
PENGUKURAN HASIL KERJA; dan 

   7. Bab VII, PENUTUP. 

  (3) Pedoman RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

    

   BAB IV 

   PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAD 

PENANGGULANGAN TB 

   Pasal 6 
    

  (1) Pemantauan pelaksanaan RAD penanggulangan TB 
dilaksanakan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. 

  (2) Evaluasi pelaksanaan RAD penanggulangan TB 

dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. 

  (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD 
penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

    

   Pasal 7 
    

  Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
RAD penanggulangan TB sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dijadikan bahan penyusunan 

perencanaan pelaksanaan RAD penanggulangan TB 
kebijakan pada tahun berikutnya. 

   

  BAB V 

  PEMBIAYAAN 

  Pasal 8 
   

  Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan RAD 

penanggulangan TB dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber-sumber lain yang 

sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

   

  BAB VI.. 
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  BAB VI 

  KETENTUAN  PENUTUP 

  Pasal  9 
   

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. 

   

    Ditetapkan di Cibinong 

    pada tanggal 20 Desember 2017 

     
    BUPATI BOGOR, 

     

    ttd 
     

    NURHAYANTI 
     
Diundangkan di Cibinong  

pada tanggal 20 Desember 2017  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,  
  

ttd  
  

ADANG SUPTANDAR  

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  

TAHUN 2017 NOMOR 70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN 

PERUNDANG-UNDANGAN, 
 
 

HERISON 


